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Skripsi ini merupakan hasil kepustakaan dengan judul “Tinjauan Fiqh 
Siyasah Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 53/PUU-
XV/2017 Tentang Verifikasi Faktual Partai Politik”. Skripsi ini ditulis untuk 
menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu : 
Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 
tentang verifikasi faktual parti politik ? dan Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah 
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang 
verifikasi faktual partai politik?  
Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode library research dan 
dokumenter. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan 
untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara 
sistematis, faktual dan akurat dari obyek penelitian dan dihubungkan dengan 
putusan terkait.  
Data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu 
Fiqh Siyasah. Dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang 
terkait tentang verifikasi faktual partai politik, dalam putusan ini membahas dari 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang verifikasi faktual 
partai politik membahas tentang UU Nomo 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
terkait pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) bahwa verifikasi faktual partai politik tetap 
diselenggarakan baik partai lama yang telah mengikuti kontestasi pemilu tahun 
2014 maupun partai baru tanpa ada perbedaan diantaranya, keputusan Mahkamah 
Konstitusi sesuai siyasah Dusturiyyah karena al-Sulthah al-tasyri’iyyah 
pemerintah melakukan tugas siyasah Syar’iyyahnya untuk membentuk suatu 
hukum yang akan dibelakukan ke dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan 
umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka  seharusnya keadilan ditekankan dalam 
penyelenggaraan karena menyangkut perlakuan setara, termasuk juga di 
dalamnya syarat kesempatan yang sama dan akses yang adil. yang berarti semua 
peserta harus mendapat perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu pada 
setiap tahapan dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Karena 
tidak akan pernah ada siatuasi yang sama antara tahun sebelumnya dengan 
sekarang yang berkaitan dengan pemenuha 
n persyaratan menjadi partai politik. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang 
tolak ukur dari sebuah demokrasi. Hasil pemilihan umum yang 
diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat 
dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan walau tidak begitu akurat, 
partisipasi dan kebebasan masyarakat. Walaupun demikian, disadari bahwa 
pemilihan umum (PEMILU) tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan 
perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat 
berkesinambungan.  
Menurut pendapat Joseph Schmeter demokrasi adalah suatu perencanaan 
institusional untuk mencapai suatu putusan politik dimana para individu 
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas 
suara rakyat. Karena demokrasi dengan berbagai pernik-perniknya berupa 
pelaksanaan konsep perwakilan, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, 
pelaksanaan kesejahteraan rakyat, konsep fairplay dalam pemerintahan, dan 
sebagainya, telah menjadi kebutuhan masyarakat secara universal, maka dapat 
dipastikan bahwa demokrasi dengan berbagai konsepnya itu akan selalu 
mendominasi kehidupan bernegara bagi masyarakat.1 
                                                          
1 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Bandung: PT Refika Aditama 2010), 3. 



































Kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu 
negara berada di tangan rakyat.  Pada dasarnya hak pilih warga sebagai sarana 
pelaksana kedaulatan rakyat dalam pemilu salah satu yang diwujudkan adalah 
diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan aktif dalam mewujudkan 
penyelenggraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk 
mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut adalah dengan dilakukannya lewat 
kegiatan pemilu.2 
Dalam Undang-Undang terbaru yang mengatur mengenai 
penyelenggaraan Pemilu yaitu UU No. 15 Tahun 2011 disebutkan dalam pasal 
1 angka 1 bahwa pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 
rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Dalam sistem pemilihan umum yang pilih oleh rakyat semua jabatan 
politik seperti jabatan presiden dan wakil presiden, anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Dearah, jabatan gubernur dan wakilnya, dan jabatan bupati 
dan wakilnya serta walikota dan wakilnya. Pemilihan umum untuk jabatan-
jabatan politik itu ada yang dilakukan serentak ada yang tidak serentak .3   
                                                          
2 Muhammad Rohli, “Hak Pilih Warga Negara Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat 
Dalam Pemilu”, https://www.kompasiana.com/rohlimohamad/hak-pilik-warga-negara-sebagai-
sarana-pelaksana-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu_55108d62813311583bbc6694, diakses 11 April 
2018  
3 Inu Kencana Syafiie, Sistem Politik Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 145. 



































Indonesia akan memasuki “tahun politik” Pada Tahun 2018 dan 2019 
mendatang. Hal ini ditandai dengan digelarnya pemilihan kepala daerah 
(pilkada) secara serentak di 171 daerah  pada 27 Juni 2018. Dinamika politik 
nasional pun kian hangat menjelang hajatan nasional pemilihan umum (pemilu) 
legislatif dan presiden yang digelar pada 17 april 2019. Kehidupan partai 
politik di Indonesia dikenal sejak adanya Maklumat X Wakil presiden tahun 
1945. Banyak partai politik yang dibentuk oleh rakyat berdasarkan maklumat 
ini. Sebelumnya ketika pemerintah proklamasi dibentuk, susunan kabinet 
sama sekali tidak ditempati oleh orang-orang partai. Saat itu belum terbentuk 
partai politik.4  
Istilah politik dalam bahasa Arab adalah Siyāsah. Istilah Siyāsah 
merupakan bentuk isim mashdar (kata benda dasar), ia berasal dari kata kerja 
dasar  saasa – yasuusu – Siyāsah. Makna dasarnya mengurus seuatu dengan 
hal yang membawa kebaikan baginya. Dalam bahasa Arab, istilah Siyāsah 
banyak penunjukan, arahan dan kandungan makna Siyāsah adalah 
memperbaiki dan mempertahankan kebaikan, dengan berbagai sarana seperti 
arahan, pengajaran adab, penataan akhlak, perintah dan larangan, melalui 
sebuah kemapuan yang bersandar kepada kekuasaan dan kepemimpinan. 5 
Berikut adalah makna Siyāsah dalam As-Sunnah : 
                                                          
4 Ibid, 143. 
5 Fatahullah Jurdi, Politik Islam. (Yogyakarta: Calipulis. 2016), 67. 



































 ْيَاَْْو َت َيَْْن وّلْوُُماْ ْمُهَرْْاَمَكُْْلَع  ف َتَُْْلاَْارَمُْْءُْْو لاَوَْْلُْْةِْْبْ ْرلِْْة يِعْاَي
ِّسلاَوُْْةَسِْْق لاُْماَيْىلَعِْْء  يشلاْ
َابُِْْهُحِل  صُيْْ۞  
yaitu para Nabi tersebut mengatur urusan mereka sebagaimana para pemimpin 
dan pejabat melakukannya terhadap rakyat. Siyasahْ adalah mengurus seuatu 
perkara dengan melakukan hal yang membawa kebaikan bagi sesuatu perkara 
tersebut. (Sahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, 12/231) 
Suatu negara tertentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk 
mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas suatu negara tentu 
akan kacau. Untuk itulah diperlukan adanya aturan-aturan atau kebijakan-
kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Berbagai 
kebijakan itulah yang akan dipelajari dalam Fiqh dustúriyah. Dimana dalam 
Fiqh ini tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah atau khalifah saja tetapi 
mengenai hak-hak rakyat juga. Fiqh Dustúriyah juga menjelaskan tentang 
pemba’iatan dalam suatu pemerintah dan bagaimana cara memilih pemimpin 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Kebijakan-kebijakan pemerintah 
harus disesuaikan dengan kehendak rakyat agar tidak terjadi perpecahan 
dalam umat.  
Fiqh Dustúriyah ialah hubungan antara pemimpin di satu tempat atau 
wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada 
di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas 
persoalan pengaturan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-
prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta 
menenuhi kebutuhannya.  



































Ada yang membedakan pelaksanaan pemilu 2014 dengan pemilu 2019. 
Jika pada pemilu 2014, pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan 
Pemilihan Presiden dan Wakil Preisden dilakukan pada waktu yang berbeda, 
maka pemilu 2019 keduanya dilakukan secara serentak. Dengan demikian, 
pada pemilu 2019 nanti akan ada 5 kotak suara, yakni kotak untuk melilih 
anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota, dan kotak untuk 
memilih presiden/wakil presiden. Pemilu serentak lima kotak pada 2019 
merupakan mandat putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.  
Pelaksanaan Pemilu 2019 masih sekitar 14 bulan ke depan. Namun 
gaungnya sudah terasa sejak beberapa bulan yang lalu. Terlebih lagi saat 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tahapan, program, dan jadwal 
pelaksanaan pemilu 2019. Di dalamnya antara lain terdapat tahapan 
pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu.  
Saat ini terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. Pada Pemilu 
2014 sebanyak 61 parpol tidak lolos verifikasi dan saat ini ingin berpartisipasi 
pada pemilu 2019. Tentu Parpol yang tidak lolos verifikasi wajib mendaftar 
dan diverifikasi kembali jika ingin berlaga dalam pemilu 2019.  
Bagaimana halnya dengan partai lama, ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan 
Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (UU Pemilu) hanya mewajibkan verifikasi bagi parpol pendatang baru 
yang ikut kontestasi pemilu 2019. Sedangkan parpol peserta Pemilu 2014 (12 



































parpol) tidak wajib ikut diverifikasi karena telah lolos dalam verifikasi 
sebelumnya.6 
Pasal 173 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 : 
1. Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah 
ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.  
2. Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi 
persyaratan: 
a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undag-Undang tentang 
Partai Politik.  
b. Memiliki kepengurusan di seluruh propinsi; 
c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah 
kabupaten/kota yang bersangkutan; 
d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh puluh persen) jumlah 
kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; 
e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan 
perempuan pada kepengurusan partai politik tigkat pusat; 
f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 
(seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik 
sebagaimana dimaksud pada huruf C yang dibuktikan dengan 
kepemilikan kartu tanda anggota  
                                                          
6 Ibid, 5. 



































g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, 
propinsi, dan kabupaten/kota sampai tahap terakhir Pemilu; 
h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik 
kepada KPU; dan  
i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama 
partai politik kepada KPU.  
3. Partai Politik yang telah lullus verifikasi dengan syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai 
Partai Politik Peserta Pemilu.7  
Jadi, 12 parpol peserta pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang untuk menjadi 
peserta pemilu 2019. Kendati demikian, tetap akan dilakukan penelitian 
adaministrasi terhadap parpol lama tersebut. Bagaimanapun juga alat ukur 
verifikasi juga sama dengan sebelumnya.  
Verfifikasi parpol adalah sarana untuk menciptakan fair play. Seharusnya 
setiap parpol, baik parpol lama maupun baru harus diverifikasi. Sebab belum 
tentu parpol peserta Pemilu 2014 akan lolos verifikasi ulang. Pada Pemilu 
2014, Indonesia memiliki 33 provinsi. Kemudian pada 2015, bertambah 1 
provinsi (provinsi kalimantan Utara) dan 11 kabupaten/kota hasil pemekaran. 
Artinya, parpol perserta Pemilu 2014 belum diverifikasi di daerah pemekaran 
tersebut.  
                                                          
7 Undang-Undang  Nomor 7 tahun 2017 tentang  Pemilihan Umum (Pemilu) 



































Verifikasi yang sering rawan adalah verifikasi faktual. Verifikasi ini 
Sebagai salah satu tahapan penting nan rawan penyimpangan, verifikasi 
faktual semestinya dikawal secara ketat dan cermat. Pengawalan tersebut 
dapat dilakukan melalui ketersediaan aturan yang jelas dan tegas, maupun 
melalui sikap profesional penyelenggaraan pemilu. Hanya saja melacak 
perkembangan dalam beberapa waktu terakhir, hal demikian justru 
memunculkan berbagai kekhawatiran dimana verifikasi terancam tidak 
berjalan sesuai harapan. Ancaman ke arah itu terlihat jelas dari berbagai 
loophole dalam Peraturan KPU No. 12/2012 tentang Verifikasi Peserta Pemilu 
Anggota DPR, DPD, DPRD.8 
Parpol bukan benda mati yang statis. Sebaliknya, ia penuh dengan 
dinamika, bahkan mengalami masa pasang surut. Dalam periode tentu terjadi 
suksesi kepemimpinan dalam tubuh parpol. Pengurus parpol tingkat pusat, 
provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan mengalami pergantian. Tidak 
jarang dinamika sukses kepemimpinan di berbagai tingkatan diwarnai konflik 
berkepanjangan yang sehingga menimbulkan perpecahan. Tentu hal ini 
mempengaruhi terpenuhinya syarat kepengurusan parpol pada tingkatan 
tertentu. Belum lagi terpenuhinya syarat administrasi lainnya, misanya 
kepemilikan kantor tetap. Faktanya, kantor parpol ada yang milik parpol, 
sistem sewa, hak guna pakai, ada pula yang hak guna bangun. Apabila sewa 
                                                          
8 Saldi Isra, Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2016), 9.  



































kantor berakhir pada satu musim pemilu, maka pada musim pemilu berikutnya 
bekum tentu syarat kepemilikan kantor terpenuhi.  
Terlepas dari semua itu, UU memperketat syarat parpol yang ingin 
berpartisipasi dalam kontestasi pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk 
menyederhanakan sistem kepartaian. Pengalaman membuktikan sistem 
pemerintahan presidensial sulit bekerja optimal di tengah model sistem 
multipartai yang terlalu banyak.  
Oleh karena itu, pelaksanaan verifikasi faktual bagi parpol peserta pemilu 
memegang peranan sangat penting. Tidak boleh ada celah masalah legitimasi 
parpol peserta pemilu. Maka sepatutnya Mahkamah dalam putusan Nomor 
53/PUU-XV/2017 menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan pasal (3) UU 
Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, maka seluruh 
parpol peserta pemilu, baik parpol lama maupun parpol pendatang baru, harus 
dilakukan verifikasi.9 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui 
timbulnya beberapa masalah sebagai berikut :  
1. Tidak adanya kesetaraan dalam melakukan verifikasi faktual antar 
partai politik lama dengan partai politik baru.  
                                                          
9 Majalah Mahkamah Konstitusi. Nomor 132. Februari 2018, 5. 



































2. Adanya perlakuan diskriminasi yang muncul akibat keberlakuan Pasal 
173 ayatb(1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu tersebut.  
3. Berdasarkan Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu, dua tahap Verifikasi 
ini tidak diberlakukan untuk partai politik peserta pemilu 2014 atau 
partai politik lama.  
4. Semangat partai-partai lama yang menguasai parlemen dan 
kementerian menghalangi atau mempersulit hadirnya partai politik 
baru sebagai peserta pemilu.  
5.  Semangat partai-partai lama yang menguasai parlemen dan 
kementerian menghalangi atau mempersulit hadirnya partai politik 
baru sebagai peserta pemilu membuat partai-partai lama membuat 
ketentuan-ketentuan yang tidak rasional dan melanggar prinsip-prinsip 
pemilu demokratis.  
6. Putusan MK yang meminta semua partai politik untuk diverifikasi atas 
pemenuhan persyaratan oleh KPU tersebut sesungguhnya terlah terjadi 
pada Pemilu 2014. Jadi, ini untuk kedua kalinya MK membuat putusan 
yang sama atas isu yang sama pula.  
Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan 
arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-
masalah yakni :  
1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 
tentang verifikasi faktual Partai Politik.  



































2. Tinjauan Fiqh Siyasah mengenai Implikasi Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang verifikasi faktual Partai 
Politik.  
 
C. Rumusan Masalah  
Dengan demikian dapat dirumuskan apa yang menajadi permasalahan 
dalam srkipsi adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XV/2017 tentang verifikasi faktual Partai Politik ? 
2. Bagaimana tinjauan Fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstiusi 
Nomor 53/PUU-VX/2017 tentang verifikasi faktual Partai Politik ? 
 
D. Kajian Pustaka  
Berikut ini akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang 
sudah pernah dilakukan di seputar masalah verifikasi faktual Partai Politik 
agar tidak terjadi pengulangan/penelitian. Berikut adalah yang ditemukan oleh 
penulis sejauh yang berkenaan dengan masalah-maslah yang akan ditulis.  
1. Skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Verifikasi Partai Politik 
Oleh Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Rakyat Daerah” yang 



































ditulis oleh Revita Indah Setiyawati dari Fakultas Hukum Universitas 
Jember pada Tahun 2013.10 
Dalam hasil penelitian skripsi tersebut mempunyai beberapa point 
penting : 
a. Banyaknya partai politik dalam mengambil bagian sebagai infrastruktur 
yang terlibat dalam perlengkapan suprastruktur Negara tidak menjamin 
Negara tersebut dapat berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu 
penyederhanaan partai politik merupakan sesuatu hal yang harus 
dilakukan karena dengan jumlah partai yang terlau besar, aspirasi 
pelaksana pemerintah akan sulit berjalan dengan lancar sebab ada banyak 
kepentingan yang terlibat di dalamnya.  
b. Penyederhanaan partai merupakan tugas dan wewenang dari Komisi 
Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum sendiri nerupakan lembaga 
yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. 
Komisi Pemilihan Umum melakukan melakukan penyederhanaan partai 
dengan cara melakukan verifikasi.  
2. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta 
Pemilu Tingkat Provinsi di Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum 
                                                          
10  Revita Indah Setyawati, Kajian Yuridis Terhadap Verifikasi Partai Politik Oleh Komisi 
Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Arkyat 
Daerah (Skripsi, Fakultas Hukum, 2013). 



































Periode 2009-2014” yang ditulis Reindy Rudagi dari Fakultas Hukum 
Universitas Andalas pada Tahun 2011.11 
Dalam hasil penelitian skripsi tersebut mempunyai beberapa point 
penting: 
a. Terhadap partai politik yang ikut dalam pemilihan Umum 2009 ini harus 
melaksanakan prose verifikasi partai politik sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai poitik, yang mana 
proses verifikasi ini bertujuan untuk melakukan pengujian kesanaan 
dokumen secara administratif dan kebenaran terhadap kepengurusan, 
keberadaan kantor dan anggota dari sebuah partai politik tersebut.  
b. Verifikasi partai politik ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) secara berjenjang yakni dari komisi pemilihan umum, komisi 
komisi pemilihan umum Provinsi, komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
atau Kota.  
 
E. Tujuan Penelitian 
Sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara 
jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut 
adalah :  
                                                          
11  Reindy Rudagi, Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi di 
Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Periode 2009-2014 (Skripsi, Fakultas Hukum, 2011) 



































1. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 53/PUU-VX/2017 tentang verifikasi faktual Partai Politik.  
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh siyasah terhadap putusan 
Mahkamah Konstiusi Nomor 53/PUU-VX/2017 tentang verifikasi faktual 
Partai Politik.  
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian  
Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan dapat 
memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut: 
1. Kegunaan teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan 
melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya Fiqh Siyasah 
mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
VX/2017 tentang verifikasi faktual partai politik, sehingga bermanfaat 
bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Syari’ah serta civitas akademik 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabay yang ingin lebih 
mendalam masalah verifikasi faktual partai politik, serta bermanfaat bagi 
semua pihak yang berkepentingan dengan inti permasalahan.  
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan/sumbangan 
tentang verifikasi faktual partai politik. Dan sebagai masukan/sumbangan 
bagi badan pembuat peraturan perundang-undangan untuk segera 
memperjelas verifikasi faktual partai politik. Sehingga tidak terulang 
kembali permasalahan verifikasi faktual partai politik.  




































G. Definisi Operasional  
Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman 
dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam judul skripsi. 
Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 / PUU-XV 2017 Tentang 
Verifikasi Faktual Partai Politik”  
1. Fiqh Siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa 
Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari 
kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-
prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-
pendapat para imam mujtahid. 12  Di dalam Fiqh Siyasah mencakup 
Siyasah Dusturiyyah dan Imamah Siyasah Dusturiyyah, yaitu bukan 
mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang 
satu dengan warga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu 
negara. Di dalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum 
pengangkatan imam, syarat ahlu ahlwalahi, syarat imam pemberhentian 
imam, persoalan bai’ah dan persoalan hujaroh (kementrian).13 Imamah 
adalah suatu istilah yang netral untuk menyebut sebuah negara. Dalam 
literatur-literatur klasik, istilah imamah dan khilafah disandingkan secara 
                                                          
12 Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar’iyyah  (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4. 
13 Ahmad Zainal Abidin, Membangun Negara Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 66. 



































bersamaan untuk menunjuk pada pengertian yang sama, yakni negara 
dalam sejarah Islam. 14  Yang dimaksud disini adalah kepemimpinan 
menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia 
sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW.15 
2. Verifikasi Faktual merupakan penelitian dan pencocokan terhadap 
kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan partai politik 
menjadi peserta pemilu.16 
3. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideoligi tertentu 
atau dibentuk dengan tujuan khusus yang bertujuan ialah untuk 
memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya 






                                                          
14 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zaada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam 
(Jakarta: Erlangga, 2007), 211. 
15 J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah  cet. ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 45. 
16 Majalah Mahkamah Konstitusi. Nomor 132, Februari 2018, 11. 
 



































H. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang dilakukan penulisan skripsi ini adalah penelitian 
normatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya berupa norma hukum, 
konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.18 
2. Sumber Data  
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 
mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. 
Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan 
bahan-bahan sekunder.19 
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat aoutoritatif, 
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.  
b. Bahan Hukum Sekunder 
Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas pubtusan pengadilan.20 
                                                          
18 I made Psek Dianta, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum 
(Jakarta: Prenada Media Group. 2016), 2. 
19 Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 181. 
20 Ibid, 143. 



































3. Teknik Pengumpulan data  
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalan penelitian ini 
adalah studi kepustakaan (library Research). Studi kepustakaan ialah suatu 
metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari 
buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok 
permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian 
ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa 
peraturan undang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, 
makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, 
maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul 
penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.  
4. Teknik Analisis Data 
Dalam skripsi yang di tulis ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif. 
Dimana penelitian deskripstif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 
tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan 
secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki.21  
 
 
                                                          
21 Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara. 2007), 14. 



































I. Sistematika Pembahasan  
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi 
ini agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akan 
mencoba untuk menguraikan isi pembahasannya. Adapun Sistematika 
Pembahasan pada Skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan pembahasan sebagai 
berikut: 
Bab pertama  : Uraian Pendahuluan yang berisi gambaran umum 
yang berfungsi sebagaipengantar dalam memahami Pembahasan Bab 
berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan 
mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab pertama ini pada 
dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : Latar belakang 
Masalah, identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian 
Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Metodologi penelitian, 
dan Sitematika Pembahasan.  
Bab Kedua  :    Menyajikan Teori Fiqh Siyasah mengenai 
implikasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 /PUU-XV 2017.  
Bab ketiga  :  Memuat hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang 
membahas tentang verifikasi faktual partai politik.  
Bab Keempat  :  Bab ini membahas mengenai Analisis Fiqh Siyasah 
terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 53 / PUU-
XV 2017 Tentang Verifikasi Faktual Partai politik.  



































Bab Kelima  :  Penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi 
kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan 
penelitian di atas yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan 
rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam 
skripsi ini Serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan 
skripsi ini. 


































TINJAUAN UMUM TENTANG SIYA>SAH DUSTU>RIYAH DALAM FIQH 
SIYA>SAH  
 
A. Pengertian Fiqh Siya>sah 
Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah 
yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. 
Secara etimologis (bahasa), fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau 
paham dari maksud ucapan si pembicara. Atau pemahaman yang mendalam 
terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.1 Dengan kata lain istilah 
fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian 
terhadap perkataan dan perbuatan manusia.2 Menurut istilah, Fiqh adalah 
َ لا َع َل َمََ بَاَ لَ َح َك َمَاَ َلا َرَّشَ َعََّي َةََ اَ عل َم َلََّي َةَ َلا َم َكَ ث َس َبَ َم َنََ اَ  دََّلَ ت َهََّتلاَا َفَ  ص ََي لََّي َة  
Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang berَ sifat 
amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsil). 
Secara termonoligis (istilah), menuru ulama-ulama syara’ (hukum islam), 
fiqh adalah pengetahuan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai 
dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang 
                                                          
1  Muhammad Abu Zahra, Ushul Fqh (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995), 6. 
2  Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah (Yogyakarta,PT Raja Grafindo Persada, 1994), 24. 



































tafshil,3(terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari 
dasar-dasarnya, Al-Quran dan sunnah). Jadi fiqh menurut istilah adalah 
pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran 
dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan jalan penalaran Ijtihad. 
Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. 
4 
Secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasat adalah mengatur atau 
memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. 
Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siya>sah adalah membuat 
kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang 
menyelamatkan. Dan, siya>sah adalah ilmu pemerintahan untuk 
mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri 
dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan 
umum atas dasarkeadilan dan istiqomah. 5 
Corak siyasah ini dikenal dengan istilah Siya>sah Syar’iah atau fiqh 
siya>sah (dua istilah yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama), 
yaitu siya>sah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika 
agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam 
mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara. 
                                                          
3  Al-jarjani, Abu Zahro, dan T.M Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1974), 26. 
4  Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah...,24 
5 Ibid 



































Dalam hubungan  itu, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi 
Siya>sah Syar’iah (atau fiqh siya>sah) adalah “pengelolaan masalah umum bagi 
negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan 
terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan 
primsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-
pendapat para imam mujtahid”.6 Yang dimaksud dengan masalah umum bagi 
negara, menurut khallaf, adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan 
baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan 
keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijakan pelaksanaannya mauoun 
mengenai urusan dan dan luar negeri.7 
Jelasnya fiqh siya>sah atau siya>sah syar’iah dalam arti poulernya adalah 
ilmu tata negara dalam Ilmu Agama Islam yang diategorikan ke dalam pranata 
sosial Islam. Dalam konteks engertian tersebut tugas fiqh siya>sah adalah 
mempelajari sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan dengan 
asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan 
fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, 
peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. 
 
 
                                                          
6 Abdul Wahhab khallaf, Siyasah syar’iyat, dan al-anshar, Al-qQahirat, 1977, 4.  
7 Ibid, 15-16. 



































B. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah  
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian 
fiqh siyasahnya. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada 
pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan 
ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siya>sah menjadi 
delapan bidang. Namun, perbedan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena 
hanya bersifat teknis.8 
Pembagian ruang lingkup fiqh siyāsah dapat dikelompokkan menjadi tiga 
bagian pokok, yakni:9  
1. Siyāsah Dustu>riyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian 
ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tashri’iyah oleh 
lembaga legislatif, peradilan atau qadlaiyah oleh lembaga yudikatif, dan 
administratif pemerintahan atau idhariyah oleh birokrasi atau eksekutif; 
2. Siyasah Dauliyah/siyasah Kharijiyah, disebut juga politik luar negeri. 
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang 
muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian 
ini ada politik masalah peperangan atau siyasah harbiyah, yang mengatur 
etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, 
tawanan perang, dan gencatan senjata; 
3. Siyasah maliyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas 
sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja 
                                                          
 
9 Imam Amrusi Jaelani, et al., Hukum tata Negara islam (Surabaya : IAIN PRESS, 2011), 7. 



































negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, 
dan perbankan.  
 
C. Pengertian Siyāsah Dustu>riyyah 
Siyasah Dustu>riyah adalah bagian Fiqh Siyāsah yang membahas masalah 
perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-
konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 
perundang-undagan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara 
perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan shura yang merupakan 
pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini 
juga membahas konsep negara hukum dan siyāsah dan hubungan timbal balik 
antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib 
dilindungi.10 
Permasalahan di dalam fiqh Siyāsah Dustu>riyyah adalah hubungan antara 
pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh 
Siyāsah Dustu>riyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan 
perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi 
persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 
kemaslahatan manusia serta memen uhi kebutuhannya.11 
                                                          
10 Muhammad Iqbal, Fikih siyasah, Konsekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2014), 177. 
11 H.A. Djazuli, Fikih Siyasah: Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah 
(Jakarta: Kencana, 2004), 47.  



































Siya>sah Dustu>riyah salah satu pemikiran politik di Indonesia yang relatif 
bertahan dan cenderung berkesinambungan serta berkembang adalah Islam 
(Siyāsah), pemikiran politik berarti segala pemikiran tentang politik yang 
berkaitan dengan pengaturan dan pemeliharaan umat. 
 
D. Ruang Lingkup Siya>sah Dustu>riyah  
Fiqh siyāsah Dustu>riyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas 
dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh Siyāsah 
Dustu>riyyah umunya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama dalil-dalil kulli, 
baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadis, Al-maqosid as-syāriah, dan semangat 
ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, karena dalil-dalil kulli tersebut 
bersifat dinamis di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang 
dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya 
hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.  
Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa, kajian dalam bidang siyasah 
dusturiyah itu dibagi kepada empat macam; 
1. Konstitusi  
Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-
undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, 
sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah 
meteri pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi adalah peraturan 



































antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan 
karena meiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukan 
masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya, agar sejalan dengan aspirasi 
mereka. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai 
asyarakat. Penafsiran landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan 
mengatur semua masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan otoritas 
ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut.  
2. Legislasi  
Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-
tashri’iyyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan 
menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan 
suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan 
sendiri oleh Allah SWT dalam Surat Al-An’am, 6:57 (inna al-hukm illa lillah). 
Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah al-shultah al-tasyri’iyyah 
digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan 
pemerintah Islam dan mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan 
eksekutif (al-sultah al-tanfidziyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sultah al-
qadha’iyyah). Dalan konteks ini, kekuasaan legislatif (al-sultah al-
tashri’iyyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk 
menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh 
masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT. 
dalam syari’at Islam. dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam 
meliputi :  



































a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang 
akan diberlakukan dalam masyarakat Islam; 
b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya; 
c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai 
dasar syariat Islam. 
Jadi dengan kata lain dalam al-sultah al-tahyri’iyyah pemerintah 
melakukan tugas siyasah syar’iyyahnya untuk membentuk suatu hukum yang 
akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, 
sesuai semangat ajaran Islam. sebenarnya, pembagian kekuasaan, dengan 
beberapan kekhususan dan perbedaan, telah terdapat dalam pemerintahan 
Islam jauh sebelum pemikir-pemikir barat merumuskan teori mereka tentang 
trias politica. Ketiga kekuasaan ini kekuasaan tashri’iyyah (legislatif), 
kekuasaan tanfidziyah (eksekutif) dan kekuasaan qadha’iyyah (yudikatif) 
telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad Saw di Madinah. Sebagai kepala 
negara, nabi membagi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu 
menguasai bidang-bidangnya. Meskipun secara umum, semuanya bermuara 
kepada Nabi juga. Dalam perkembangan dan berbeda-beda sesuai dengan 
perbedaan massa dan tempat.  Wewenang dan tugasnya kekuasaan 
legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena 
ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan 
dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh 
lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lemabaga 
legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fakwa (mufti) serta para pakar 



































dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syari’at sebenarnya hanyalah 
wewenang Allah SWT, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif 
hanyalah sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari’at Islam, 
yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang 
terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan 
dikeluarkan lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua  
sumber syari’at Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua 
fungsi lembaga legislatif.  Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah 
terdapat di dalam nash Al-Qur’an dan Sunnah, undang-undang yang 
dikeluarkan oleh al-sulthah al-tashri’iyyah adalah undang-undang Ilahiyah 
yang disyari’atkan-Nya dalam bentuk Al-Qur’an dan dijelaskan oleh Nabi 
Saw. namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber 
ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan 
sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara rinci. Sementara 
perkembangan masyarakat begitu cepat dan komples shingga membutuhkan 
jawaban yang tepat untuk menggantisipasinya. 
Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menajalankan fungsi keduanya, 
yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang 
secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. di sinilah perlunya al-sulthah al-
tashri’iyyah tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana 
dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya 
dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari ‘illat atau sebab 
hukumyang ada dalam permasalah yang timbul dan menyesuaikannya dengan 



































ketentuan yang terdapat di dalam nash. disamping harus merujuk kepada nash, 
ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip jalb al-masalih dan 
daf’ al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan). Ijtihad 
mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, 
agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi 
masyarakat dan tidak memberatkan mereka. 
Pentingnya mempertimbangkan situasi dan konsidi sosial masyarakat ini 
mengisyarakatkan bahwa undang-undang atau paraturan yang akan 
dikeluarkan oleh lembaga legilslatif tidak dimaksudkan untuk berlaku 
selamanyadan tidak kebal terhadap perubahan. Kalau terjadi perubahan 
terhadap masyarakat dan undang-undang lama tidak bisa lagi menyahuti 
perkembangan tersebut, maka badan legislatif berwenang meninjaunya 
kembali dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih relevan 
dengan perkembangan zaman dan antisipatif terhadap perkembangan 
masyarakat. Dalam lemabaga legislatif ini para anggota akan berdebat dan 
bertukar pikiran untuk menentukan undang-undang yang baru. Setelah terjadi 
kesepakatan, dikeluarkanlah undang-undang yang baru untuk diberlakukan di 
masyarakat. Undang-undang ini pun baru busa efektif apabila didaftarkan di 
dalam lembaran Negara Sekeretariat Negara dan disebarluaskan dalam 
masyarakat. 
3. Ummah  



































Dalam ensiklopedia Indonesia, istilah “ummat” mengandung empat 
macam pengertian, yaitu: (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu 
atas dasar imam/sabda Tuhan, (2) penganut suatu agama atau pengikut Nabi, 
(3) khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh umat manusia.12 Dalam piagam 
madinah, pemakaian kata ummah ini mengandung dua pengertian, yaitu 
pertama organisasi yang diikat oleh akidah Islam. Kedua, organisasi umat 
yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan 
sosia politik.13 
Dari ayat-ayat Al-Quran dan piagam Madinah diatas dapat dicatat 
bebrapa ciri esensi yang mengambarkan ummah (Islam). Pertama, ummah 
memiliki kepercayaan kepada Allah dan keyakinan kepada Nabi terakhir, 
memilki kitab yang satu (Al-Quran) dan bentuk pengabdian yang satu pula 
kepada Allah. Kedua, Islam yang memberikan identitas pada ummah 
mengajarkan semnagat universal. Ketiga, karena umat Islam bersifat universal, 
maka secara alamiah umat Islam juga bersifat organik. Persaudaraan dalam 
Islam tidak berdasarkan hubungan-hubungan primordial seperti kekeluargaan, 
darah dan keturunan. Bahkan Al-Quran menegaskan hubungan-hubungan 
tersebut. Dalam surat Al-Mujadillah, 58:22 menegaskan: 
                                                          
12 Hasan Shadili, Pemimpin Redaksi, Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hooeve, 
1980), 6. 
13 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dontrin Politik Islam..., 180. 







































لٱُْْ يَْنوُّٓداَوْْۡنَمْ ْدٓاَحَْْ للّٱْۥُهَلوُسَرَوْْۡوَلَوْْ ْآو ُناَكْْۡمُهَٓءَباَءَْْۡوأْ
ْۡمُهَٓءاَن ۡ َبأْْۡوَأِْْإ ُْۡمَتَيرِشَعْۡوَأُْۡمَنَ ََٰوۡخْ
Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang 
menentang Allah dan Rashuln-Nya, sekalipun orag-orang itu Bapaknya, 
anaknya, saudaranya atau keluarganya 
Keempat, berdasarkan prinsip ketiga di atas, Islam tidak dapat 
mendukung ajaran kolektivitas Komunisme dan individualisme kaum 
kapitalis, dari prinsip-prinsip di atas, maka sistem politik yang digariskan 
Islam tidak sama dengan pandagan-pandangan Barat sperti nasionalisme dan 
teritorialisme yang didasarkan pada batasn-batasan wilayah, darah, warna 
kulit, dan bahasa.14  
Sementara keberadaan fiqh siyasah dusturiyah, yang mengatur hubungan 
antara warga negara dengan lemabaga negara yang satu dengan warga negara 
dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. 
Jadi, permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara 
pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada si dalam masyarakat. Maka ruang lingkup 
pembahasanya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyyah 
biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang 
dituntut oleh ha ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip 
                                                          
14 Ibid, 181. 



































agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 
kebutuhannya,15 adapun dalam membuat peraturan dalam pemerintah Islam 
itu merupakan wewenang Ahlul Halli wal’Aqdi. 
a. Pengertian Ahlul Halli wal’Aqdi  
Ahlul Halli wal’Aqdi  merupakan sekelompok orang yang memilih imam 
atau kepala negara sesekai dinamakan Ahlul Halli wal’Aqdi, sesekali ahlul 
ijtihad dan sesekali ahlul ikhtiyar. 
Ahlul Halli wal’Aqdi diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai 
wewenang untuk melonggarkan dan mengikat”. Istilah ini dirumuskan oleh 
ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat 
untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tafsir Al-Mawardi bahwa ulil Amri 
itu adalah Ahlul Halli wal’Aqdi yaitu orang-orang yang mendapat 
kepercayaan umat.  
b. Syarat-syarat Ahlul Halli wal’Aqdi  
Al-Qadi Aby Ya’ala telah menetapkan beberapa syarat kecakapan bagi 
Ahlul Halli wal’Aqdi : 
a) Syarat moral (akhlak) yaitu keadilan. Ia merupakan derajat keistiqamahan 
yang menajdikan pemiliknya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam 
hal amanah dan kejujurannya 
                                                          
15 Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah, sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 
45. 



































b) Ilmu yang dapat mengantarkannya mengetahui dengan baik orang yang 
pantas menduduki jabatan imamah. Baik ilmu teoritis kebudayaan, 
wawsan dan khususnya wawasan kefiqihan perundang-undangan.  
c) Lebih dekat kepada persyaratan pengetahuan politik dan kemasyarakatan.  
Ahlul Halli wal’Aqdi bisa terdiri dari ulama, panglima perang dan para 
pemimpin kemaslahatan umat. Seperti pemimpin perdagangan, perindustrian, 
pertanian. Termasuk juga para pemimpin buruh, partai, para pemimpin redaksi 
surat kabar yang Islami dan para pelopor kemerdekaan.  
c. Tugas Ahlul Halli wal’Aqdi  
Tugas dari Ahlul Halli wal’Aqdi antara lain memilih khaifah, imam, 
kepala negara secara langsung. Karena itu Ahlul Halli wal’Aqdi juga disebut 
oleh Al-Mawardi sebagai al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih). 
Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara 
ahl al-imamah (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khaifah. Ahlul 
Halli wal’Aqdi ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat 
yang telah memberi kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui 
pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekwen, takwa, adil, dan 
kecermelangan pikiran serta kegighan mereka di dalam memeperjuangkan 
kepentingan rakyatnya.  
Disamping punta hak pilih, menurut Ridha adalah menjatuhkan jika 
terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. 16 al-Mawardhi juga 
                                                          
16 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, Juz ke 5 (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1988),15. 



































berpendapat jika kepala negara melakukan tindakan yang bertentangan denga 
agama, rakyat dan Ahlul Halli wal’Aqdi berhak untuk menyampaikan “mosi 
tidak percaya” kepadanya.17 
Sejauh ini belum ditemui penjelasan tentang hak-hak Ahlul Halli 
wal’Aqdi seperti pembatasan kekuasaan khalifah, mekanisme pembentukan 
lembaga itu, hak kontrol dan sebagainya.  
Apalagi Ahlul Halli wal’Aqdi, sekaipun mereka mewakili rakyat, menurut 
Rasyid Ridha, tidak identik dengan parlemen di zaman modern yang memiliki 
kekuasaan kepala negara melalui undang-undang. Sementara khalifah adalah 
kepala negara yang memegng kekuasaan legislatif.  
d. Peranan dan manfaat Ahlul Halli wal’Aqdi 
Peranan Ahlul Halli wal’Aqdi di Indonesia dari segi fungsionalnya, sama 
seperti Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) yaitu sebagai lembaga 
tertinggi negara dan perwakilan yang personal-personanya merupakan wakil-
wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu dan salah satu tugasnya 
ialah memilih presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan). 
Namun dalam beberapa segi lain anatar Ahlul Halli wal’Aqdi dan MPR tidak 
identik.  
                                                          
17 Al-Mawardi, Al-Ahkam As-sultaniyyah,Hukum-Hukum Penylenggaraan Negara dalam Syari’at 
Islam, cetakan 1, (Kuait, Maktabah dan Ibnu Qutaibah, 1989), 17 



































Manfaat dari Ahlul Halli wal’Aqdi sangatlah penting yaitu untuk menjaga 
keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan 
kemaslahatan umum. 18  
 
E. Prinsip Keadilan dan Persamaan Hak  
Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang 
dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Ada dua sumber keadilan 
relevansional yang berasal dari Tuhan yang juga disebut dengan keadilan Ilahi. 
Makna keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak berat 
sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada 
kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.19 
Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi’il) ‘adala dan 
mashdarnya  adalah al-‘adl dan al-idl. As-‘adl untuk menunjukkan sesuatu 
yang hanya ditangkap oleh bashirah (akal fikiran), dan al-‘adl untuk 
menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang 
pertama adalah keadilan dibidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain : 
keadilan di dalam timbangan, ukuran, dan hitunga. 
Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam 
antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala itu 
                                                          
18 Rasyid Ridha, Op. Cit., 15 
19  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 
2003),  6-7 



































didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan 
masyarakat yang bersangkutan.  
Dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklarifikasi menjadi dua, keadilan 
positif dan keadilan revelasional. Keadilan positif adalah konsep-konsep 
produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan 
individual maupun kepentingan kolektif mereka. Skala-skala keadilan dalam 
hal ini berkembang melalui persetujuan dian-diam maupun tindakan formal 
singkatnya, keadilan jenis ini merupakan produk interaksi antara harapan-
harapan dan kondisi yang ada. Sedangkan keadilan revelasiona adalah 
keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. 
Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk 
agama yang taat.20 
Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, nanyak sekali 
menyebut keadilan. Kata al-Adl, dalam berbagai bentuk katanya disebut 
sebanyak 28 kai, kata al-Qisth dalam berbagai shighahnya disebut sebanyak 
27 kali, kata al-Mizan yang mengandung makna yang relevan dengan 
keduanya disebut 23 kali.  
Allah SWT sendiri dengan firmanNya di dalan Al-Qur’an, 
memerintahkan menegakkan keadilan kepada para rasulNya dan seluruh 
hambaNya. Perintah Allah yang ditujukan kepada Rasul itu terdapat pada 
surat al-Hadid (57) ayat 25.  
                                                          
20 Majid Khaduri, Teologi Keadilan Prespektif Islam (Surabaya : Risalah Gusti,1999), 1.  
























































َبََ  ْٗديِدَشَ  ُْْٗعِف ََٰنَمَوِْْسُا نِللَْْمَلۡع َِيلَوُْْ للّٱْنَمُْْصَنيۥُُهرْۥُهَلُسُرَوْْ ِبَۡيَغ
ۡ
لِٱبِْْإ ْنَْق َْ للّٱْزِيزَعٌّْيِوَ  ْْٗ 
Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang 
nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab neraca (keadilan) agar 
manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai 
kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah Mengetahui 
siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun )Allah) 
tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. 
 
Ayat ini, secara gamblang, mengandung pengertian bahwa setiap rasul 
adalah penegmban keadilan Tuhan yang tertuang dalam al-Kitab. Bagi 
Muhammad saw keadilan Tuhan yang tertuang dalam Al-Qur’an. Ayat ini 
juga menegaskan bahwa umat manusia memepuyai tugas yang sama dengan 
para rasul dalam meneggakkan keadilan, acuan umat Islam dalam menegakkan 
keadilan adalah Al-Qur’an. 
Ayat-ayat dalam Al-Qur’an banyak membicarakan keadilan, hal ini 
menunjukkan bahwa Allah SWT adalah sumber keadilan dan memerintahkan 
untuk menegakkan keadilan di dunia ini kepada para RashulNya dan seluruh 
hambaNya. Oleh karena itu, bagi orang mukmin yang mengakkan keadilan 
dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas 
ketakwaan diri. Keadilan dalam Islam berartipersamaan, keseimangan, 
pemberian hak kepada pemilikinya dan keadilan Ilahi. 21 
Prinsip persamaan (Al-Musawah) dalam Islam merupakan salah satu 
Prinsip Penting dalam Islam yang juga menjadi elemen penting demikrasi. Al-
                                                          
21 Tamyiez Dery, “Keadilan Dalam Islam” Volume XVIII, 338. 



































Musawa adalalah kesetaraan, kesejajaran. Artinya, tidak ada pihak yang 
merasa lebih tinggi dari yang lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya. 
Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku 
otoriter dan ekplotatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan, 
demi menghindari hegemoni penguasa atas rakyat.  
Dalam prespektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang 
diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur 
dan adil, untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang 
yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memeiliki tanggung jawab besar 
di hadapan rakyat, demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu, pemerintah 
harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan 
adil.  
Sebagian ulama memahami al-musawa ini sebagai konsekuensi logis dari 
prinsip al-Syura dan al-adalah diantara dalil Al-Qur’an yang sering digunakan 
dalam hal ini adalah surat al-Hujurat ayat 13: 
رََكذْن ِّمْمُكََِٰنۡقَلَخْ  نَِّإُْسُا نلٱْاَهُّ َي ََٰٓيََ  َْْٰٗىَثُنأَوْْۡمُكِ ََٰن
ۡ
لَعَجَوْبوُعُشَ  ٗاَْْلِٓئاَب َقَوْْ
 
 آو ُفَراَع َِتلْ ْنِإْْۡمُكَِمَرۡكَأَْْدنِعْ
ِْ للّٱَْْٰىَق
ۡ َتأ ْۡمُكِْ ْنِإَْْ للّٱْ ْميِلَعْيرِبَخَ  ْْٗ 
Wahai manusia, Sungguh kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia 
diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paing bertaqwa. Sungguh, Allah 
Maha Mengetahui, Maha Teliti.  
 
 Konsep ini secara sosisologis membongkar pandangan feodalisme, baik 
feodalisme religius, feodalisme aristokratis. Berapa macam pengkotakan 



































sosial yang seharusnya tumbang menghadapi konsep ini. Karena sejak awal 
munculnya di jazirah arabiyah, Islam sudah mempelopori konsep al-Musawa 
ini saat dibelahan bumi lain masih terjadi diskriminasi suku, golongan, 
kekayaan, kedudukan dan bahkan warna kulit.  
Konsep ini dalam Islam tidak terbatas dalam tataran teori saja, namun 
juga sebuah kewajiban untuk diaplikasikan dalam tindakan nyata dalam 
beribadah dan bermasyarakat, beberapa ajaran dan hukum Islam yang syarat 
dengan muatan konsep ini: 
Pertama, takalif syar’iyah (perintah-perintah syariat) seperti shalat, 
puasa, zakat, haji dan lain-lain adalah sebuah kewajiban untuk seluruh umat 
Islam tanpa terkecuali.  
Kecuali Ibadah shalat berjamaah adalah merupakan salah satu cermin dari 
konsep al-musawa ini; berbaris bershaf bersama, kearah yang sama, tidak ada 
perbedaan antara besar kecil, kaya dan miskin, berkulit putih atau hitam. 
Begitu juga ibadah haji; semua nya berpakaian sama, dengan warna yang 
sama, aturan dan cara pakai yang sama pula.  
Ketiga dalam pemberlakuan hudud (hukuman) dalam hukum Islam tidak 
ada pemberbedaan dan pengecualian; siapa saja yang telah melanggar aturan 
syariat dan diputus bersalah oleh hakim, maka harus segera dilaksanakan 
hukumannya.  
 M. Toha hasan menimpulkan ada kurang lebih empat macam konsep 
persamaan dalam Islam : 



































1. Persamaan dalam hukum dalam islam semua orang diperlakukan sama 
dalam hukum. Nabi SAW. dengan tegas menyatakan : seandainya 
Fatimah anakku mencuri, pasti akan kuotong tangannya. 
2. Persamaan dalam proses peradilan, Ali Bin Abi Thalib pernah menegur 
Khalifah Umar, karena Khalifah waktu mengadili sengketa antara Ali 
dengan seorang Yahudi membedakan cara memanggilnya (kepada Ali 
dengan nama, gelarnya, yaitu; Abu hasan sedangkan kepada Yahudi 
dengan nama pribadinya).  
3. Persamaan dalam pemberian status sosial, Nabi pernah menolak 
permohonan Abbas dan Abu Dzar dalam suatu jabatan, dan 
memberikannya kepada orang lain yang bukan dari golongan bangsawan.  
4. Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta, Islam 
mempersamakan cara dan jumlah ketentaun zakat, diat, denda bagi semua 
orang yang kena wajib bayar, tanpa membedakan status sosialnya dan 
warna kulitnya.  
Persamaan hak dimuka adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik 
yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak 
hanya berlaku bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh agama. Mereka diberi 
hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, kecuali 
kalau mereka dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam. 
Penyamarataan hak diatas berimplikasi pada keadilan yang seringkai 
didengungkan al-Qur’an dalam menetapkan hukum,  
QS. Al-Nisa ayat 58: 



































....ِلْ  دع لِبْاوُمُكِ َتَْ  نَأْسُْا نلاَْ  يَْبْ مُت  مَكَِحْاَذِاَو..  
Dan apabila kamu mentapkan hukum di antara manusia, supaya kamu 
mentapkan dengan adil 
 
Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. keduanya harus diwujudkan demi 
pemeliharaan martabat manusia.


































TINJAUAN UMUM TERHADAP IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH 
KONSTITUSI NOMOR 53/PUU –XV/2017 TENTANG VERIFIKASI 
FAKTUAL PARTAI POLITIK 
 
A. Latar Belakang Gugatan Partai Politik Terhadap Mahkamah konstitusi 
Sebagai negara demokrasi, Indonesia menghelat gelaran pesta akbar 
Pemilihan umum (pemilu) setiap lima tahun. Sepanjang sejarah Indoesia 
tercatat telah menggelar sebanyak 11 kali pemilu. Tentu saja, pelaksanaan 
pemilu tersebut tidak terlepas dari keterlibatan parati politik sebagai peserta. 
Terkait kepesertaan pemilu, banyak aturan perundagng-undangan disusun 
termasuk aturan terkait pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu. 
Menjelang pemilu 2019, DPR dan pemerintah menuangkan aturan terkait 
pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu ke dalam Pasal 172 dan Pasal 
173 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). 
Sebelum menjadi peserta pemilu, partai politik yang telah mendaftar, akan 
melalui tahap verifikasi ini demi mewujudkan tata kelola pemilu yang 
demokratis.  
Sebagai calon peserta pemilu, setiap partai politik diwajibkan mengikuti 
sebrbagai tahapan pendaftaran. Hal ini berarti baik lama maupun partai baru 
diwajibkan untuk diverifikasi oleh KPU untuk diperiksa kelengkapan 
persyaratan sebeleum ditetapkan sebagai peserta pemilu yang sah. Partai 
politik yang telah memenuhi syarat pendaftaran, maka berhak mengikuti 



































tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU. PKPU Nomor 
7 Tahun 2017 sebagai aturan turunan dari pasal 173 UU Pemilu, menyatakan 
verifikasi administrasi merupakan penelitian terhadap kelengkapan dan 
keabsahana dokumen sebegai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi 
peserta pemilu. Sementara verifikasi faktual merupakan penelitian dan 
pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen 
persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.  
Berdasarkan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, dua 
tahap verifikasi ini tidak diberlakukan untuk partai politik peserta Pemilu 
2014 atau partai politik lama. Partai politik lama hanya akan diverifikasi 
secara administrasi, berbeda halnya dengan partai politik baru. Partai politik 
lama tidak lagi diverifikasi secara faktual karena dianggap pernah lolos 
sebagai kontestan Pemilu 2014. Aturan berbeda terhadap partai politik baru 
dianggap diskriminatif.  
Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU no 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu memberikan 2 pilihan bagi partai politik untuk menjadi 
peserta pemilu Tahun 2019 yakni pasal 173 ayat (1) sepanjang Farsa “Telah 
Ditetapkan” dan pasal 172 ayat (3) bagi Partai politik yang menjadi peserta 
Pemilu Tahun 2014 langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu namun, pasal 
173 ayat (1) sepanjang Frasa “Lulus Verifikasi” oleh KPU bagi partai politik 
yang berbadan hukum partai politik menjalani proses verifikasi sebelum 



































ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Pilihan yang diberikan ini bersifat 
diskriminatif terhadap partai politik yang baru saja berbadan hukum.  
Tindakan diskriminasi dari ketentuan pasal 173 ayat (1) dan pasal 173 
ayat (3) sudah jelas bahwa melanggar asas hukum yang bersifat Universal 
yakni asas Lex non Distinglutur nos non distinguere debernus, hukum tidak 
membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan.  
Verifikasi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 
merupakan sebuah proses yang fair guna melihat bagaimana eksistensi partai 
politik tersebut selama kurun waktu pasca penyelenggaraan Pemilu samapai 
dengan penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Hal itu dalam upaya 
meningkatkan kapasitas kelembagaan partai politik yang tidak hanya bekerja 
menjelang pemilu saja.  
Verifikasi terhadap seluruh Partai politik baik lama maupun baru 
merupakan suatu kewajiban karena, sesungguhnya juga merupakan instrumen 
penting bagi partai politik untuk memperhatikan infrastruktur partai politik 
seperti kantor sekeretariat, kelengkapan pengurus dalam adminstrasi, sumber 
daya manusia ditingkat daerah untuk menjaring aspirasi, memelihara daftar 
keanggotaannya dan melakukan kaderisasi keanggotaan.  
Selain itu proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap partai 
politik untuk memperkuat partai politik untuk menghapdapi Pemilu tahun 
2019. Verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu menurut Ilmu Politik 
merupakan bagian yang penting berkenaan dengan persyaratan infrastruktur 



































guna memfasilitasinya sebagai instrumen demokrasi untuk menjadi peserta 
pemilu.  
Pemilihan umum atau Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU untuk 
memimilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden 
merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara 
langsung, umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Republik 
Indonesia tahun 1945.1 
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan 
Pemilu diatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang 
dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat 
nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah 
kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum 
mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap 
menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menajalankan tugas secara 
berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu.  
 
B. Partai Politik 
Partai politik adalah sebuah organisasi politik yang menjalani ideologi 
tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Partai politik bersifat nasioal dan 
                                                          
1 UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 1 Ketentuan Umum 



































dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kehendak dan cita-cita. Dan memiliki tujuan dan fungsi partai 
politik yang harus diwujudkan secara konstitusional. 
Partai politik yang dinyatakan lolos proses verifikasi yang dilakukan oleh 
menteri hukum dan HAM dan di sahkan sebagai badan hukum. Partai politik 
tersebut untuk selanjutnya akan melalui proses penelitian atau verifikasi KPU 
untuk menjadi peserta Pemilihan umum. 
 
C. Tugas dan Wewenang KPU Dalam Melakukan Verifikasi Partai Politik  
Sebagian dari tugas dan kewenangan KPU sebagai komisi penyelenggara 
pemilihan umum adalah melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta 
pemilu di Indonesia. Setelah dilakukan verifikasi oleh KPU dan lolos dari 
proses verifikasi tersebut, barulah partai-partai yang ada dan sah menjadi 
peserta pemilu.  
Mengenai tugas dan kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi partai 
politik peserta pemilu menurut UU No 10 Tahun 2008, harus memperhatikan 
kelengkapan kebenaran dokumenpartai politik yang meliputi:  
1. Berita negara republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa 
parati politik tersebut menjadi badan hukum  
2. Keputusan pengurus pusat parati politik tentang pengurus tingkat provinsi 
dan pengurus tingkat kabupaten/kota 



































3. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan 
alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, pengurus 
tingkat kabupaten/kota  
4. Surat keterangan dari pengurus partai politik tentang pernyataan 
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratur) 
sesuai dengan dengan parturan perundang-undangan  
5. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar 
partai politik dari departemen 
6. Surat keterangan mengenai prolehan kursi partai politik di DPR, DPRD 
Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU.2 
Proses verifikasi yang diselenggrakan oleh KPU dilaksanakan paling 
lambat 9 bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Dan mengenai 
pelaksanaan dan waktu prosedur dan teknis verifikasi diatur peraturan KPU.3 
Terkait pasal 173 ayat (1) dan pasal 173 ayat (3) Undang-undang No. 7 
Tahun 2017 tentang Pemilu Mahkamah Konstitusi memutuskan agar KPU 
memverifikasi semua partai politik yaitu agar disetarakan tanpa ada 
diskriminasi antara parati politik lama yang telah melakukan kontesasi Pemilu 
pada Tahun 2014 maupun partai politik baru. Semuanya wajib diverifikasi 
oleh KPU tanpa ada celah dan pengecualian. Karena sudah kewajiban KPU 
untuk memverifikasi partai politik peserta Pemilu.   
                                                          
2 Undang-undang No 10 tahun 2008 Pasal 15 
3 Ibid. Pasal 16 ayat 2 



































Dalam kontestasi pemilu ini tentu ada partai yang lolos dan gagal , 
hasilnya ada 14 partai politik yaitu : 
1. Partai Amanat Nasional  
2. Partai Berkarya  
3. PDI Perjuangan  
4. Partai Demokrat  
5. Partai Gerakan Perubahan Indonesia 
6. Partai Golkar  
7. Partai Hanura 
8. Partai Keadilan Sejahtera 
9. Partai Keadilan Sejahtera 
10. Partai Kebangkitan Bangsa 
11. Partai Nasional Demokrat  
12. Partai persatuan Indonesia 
13. Partai Persatuan Pembangunan  
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  
Sedangkan yang gagal ada 13 partai yaitu: 
1. Partai Indonesia Kerja (PIKA) 
2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 
3. Partai Bhineka Indonesia  
4. Partai Bulan Bintang (PBB) 
5. Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) 
6. PNI Marhaenisme 



































7. Partai Pemersatu Bangsa 
8. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesai (PPPI) 
9. Paratai Rakyat 
10. Partai Reformasi 
11. Partai Republik  
12. Partai Republikan 
13. Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo) 
 
D. Pengertian terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
53/PUU-XV/2017 Tentang Verifikasi Faktual Partai politik. 
Sebagai salah satu tahapan penting dan rawan penyimpangan, verifikasi 
faktual semestinya dikawal secara ketat dan cermat. Pengawalan tersebut 
dapat dilakukan melalui ketersediaan aturan yang jelas dan tegas, maupun 
melalui sikap profesional penyelenggaraan pemilu. Hanya saja melacak 
perkembangan dalam beberapa waktu terakhir, hal demikian justru 
memunculkan berbagai kekhawatiran dimana verifikasi terancam tidak 
berjalan sesuai harapan. Ancaman ke arah itu terlihat jelas dari berbagai 
loophole dalam Peraturan KPU No. 12/2012 tentang Verifikasi Peserta Pemilu 
Anggota DPR, DPD, DPRD. 
Sebagai salah satu dasar hukum yang akan memandu jalannya verifikasi 
faktual, Peraturan KPU tersebut menyimpan berbagai persoalan yang 



































membuka ruang lolosnya partai politik yang seyogyanya tidak lolos 
verifikasi.4 
Dalam hal ini, setidaknya terdapat tiga celah yang berpotensi 
menimbulkan kerawanan dalam verifikasi faktual.  
1. Tidak adanya aturan pelaksanaan verifikasi faktual atas kepemilikan 
kepengurusan 50% dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota. Syarat ini 
hanya diverifikasi secara administratif oleh KPU melalui penelitian 
terhadap keputusan partai politik tentang pengurus tingkat kecamatan 
hanya berdasarkan pembuktian diatas kertas semata. Dalam ha ini, 
bagaimana memeriksa keberadaanya secara faktual, Peraturan KPU itu 
justru tidak mengaturnya. Padahal merujuk sembilan persyaratan menjadi 
peserta pemilu, enam diantaranya membutuhkan pengecekan secara 
faktual. Salah satunya syarat kepemilikan kepegurusan di 50% jumlah 
kecamatan di kabupaten/kota. Dila diperiksa lebih jauh, peraturan KPU 
hanya menentukan bahwa verifikasi faktual hanya dilakukan terhadap 
jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi 
dan tingkat kabupaten/kota, kterwakilan 30% perempuan, domisili kantor 
dan keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah 
penduduk di kabupaten/kota. Berdasarkan fakta itu, kekosongan aturan 
itu dapat saja dibaca sebagai kesengajaan dalam rangka memperlonggar 
verifikasi faktual. Sekiranya itu benar adanya, “kemandirian” KPU dalam 
                                                          
4 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2016), 13. 



































membentuk peraturan tertentu dipertanyakan karena cenderung 
mengakomodasi kepentingan partai politik. Kecurigaan ini diperkuat 
dengan fakta bahwa Peraturan KPU No. 12/2012 ditetapkan setelah 
putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan semua partai politik 
di verifikasi ulang. Adakah ini dapat dibaca pula sebagai bentuk kelalaian 
dalam membentuk peraturan KPU. Dengan melihat posisi strategis 
verifikasi faktual, kemungkinan adanya kelalaian sangat kecil. Apalagi 
peraturan KPU tidak dibuat sendiri oleh KPU melainkan telah melalui 
proses konsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Dengan keterlibatan DPR 
dan Pemerintahan, sulit untuk terjadinya kelalaian dalam pembentukan 
sebuah peraturan.5 
2. Tidak adanya kepastian hukum atas keanggotaan partai politik ganda 
dalam masalah ini proses veririkasi faktual semestinya membuktikan, 
person yang terdaftar pada leboh satu partai politik memnetukan 
keanggotaannya pada salah satu partai politik saja. Untuk itu, yang 
bersangkutan harusnya membuat pernyataan tidak menjadi anggota partai 
politik lain. Dengan demikian, mengisi formulir pernyataan merupakan 
tindakan imperatif, dimana dokumen tersebut akan menajdi bukti 
terpenuhi atai tidakn terpenuhi persyaratan kepemilikan anggota partai 
politik. Hanya saja peraturan KPU No. 12/2012 tidak mengatur demikian. 
Dalam pasal 20 ayat (2) huruf 1 dinyatakan, dalam hal yang bersangkutan 
tidak bersedia mengisi formulir Model F12-Parpol, keamggotaannya 
                                                          
5 Ibid, 14. 



































dinyatakan memenuhi syarat. Itu berarti apabila person memilki 
keanggotaan ganda tidak berkenan mengisi formulir pernyataan, status 
keanggotaannya tetap sah. Pernyataannya, bagaimana mungkin seseorang 
yang memiliki keanggotaan ganda yang tidak memastikan 
keanggotaannya pada satu partai politik dengan cara mengisi formulir 
Model F12 dapat dinyatakan memenuhi syarat.6 
3. Dalam verifikasi faktual kepemilikan anggota, Peraturan KPU No. 
12/2012 membuka kesempatan bagi partai politik untuk menghadirkan 
anggotanya kepada petugas verifikasi sampai batas akhir masa verifikasi 
faktual. Kesempatan ini sebetulnya tidak sejalan dengan prinsip bahwa 
tanggung jawab verifikasi ada di tangan KPU, bukan pada peserta pemilu. 
Untuk itu, KPU lah pihak berkebwajiban menelusuri kebenaran data 
kepemilikan anggota partai politik peserta pemilu. Sebagai turunan 
prinsip ini, apabila dalam proses verifikasi, anggota partai politik yang 
menjadi sampel tidak ditemukan, petugas verifikasi dapat melakukan 
verifikasi kepada keluarga ataupun pihak RT atau RW untuk mengecek 
kiprah yang bersamgkutan dipartai politik. Hanya saja, dalam peraturan 
KPU No. 12/2012 tidaklah demikian. Langkah yang dipilih KPU, bila 
sampel tidak ditemukan, maka partai politik diminta untuk mengahdirkan 
anggotanya. Dengan demikian, verifikasi faktual akan dilakukan dengan 
melibatkan pihak yang diverifikasi faktual akan dilakukan dengan 
melibatkan pihak yang diverifikasi itu sendiri. Dengan langkah tersebut, 
                                                          
6 Ibid, 14. 



































membuka ruang verifikasi berlangsung secara tidak fair. Sebab, verifikasi 
faktual keanggotaan dapat dilakukan dengan mengumpulkan anggota 
partai politik yang dijadikan sampel verifikasi. Kondisi ini sangat 
mungkin terjadi karena tidak ada norma di dalam peraturan KPU yang 
melarangnya. Dengan adanya larangan itu, cukup alasan bagi petugas 
verifikasi untuk melakukan proses yang tidak fair. Ujungnya, proses 
verifikasi sulit menjadi tahapan untuk menjadi seleksi bagi partai politik 
menjadi peserta pemilu.7 
Dalam verifikasi faktual partai politik terdapat lagkah antisipatif. 
Sekalian sudah tergolong agak sulit, namun peluang-peluang ketidak jujuran 
dalam proses verifikasi faktual dapat diantisipasi dengan cara mengubah 
Peraturan KPU No. 12/2012. Mengubah Peraturan menjadi semacam 
keniscayaan agar potensi kecurangan tidak benar-benar menjadi fakta yang 
dapat merusak kerdibilitas KPU dan penyenlenggaraan pemilu.  
Dalam melakukan perubahan, KPU harus menjaga kemandiriannya meski 
pembuatannya ataupun perubahan Peraturan itu dilakukan lewat proses 
konsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Membiarkan peraturan KPU 
terperangkap dalam ketidakmandirian sama halnya membiarkan lembaga 
KPU tersandera oleh kepentingan jangka pendek partai politik peserta pemilu. 
Pembiaran itu sekaigus mengkhianati makna penyelenggara pemilu yang 
mandiri sebagaimana termaktub dlam pasal 22E UUD 1945.  
                                                          
7Ibid, 15. 



































Begitu pula dengan pilihan tidak mengubah Peraturan KPU NO. 
12/2012. Sekiranya KPU justru memilih mempertahankannya, sama saja 
dengan membiarkan kerawanan tersebut dimanfaatkan oleh partai politik 
peserta pemilu maupun oleh penyelenggara pemilu untuk berlaku curang. 
Tidak hanya itu, dengan membiarkan proses verifikasi dalam celah yang 
sama terbuka, kerawanan yang ada akan mengubur pelaksanaan pemilu.8  
 
E. Negara Hukum dan Asas persamaan di Mata Hukum   
Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus 
dijadikan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara 
hukum, yaitu; 
1. Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintahtidak berdasarkan 
kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga 
mengikat pihak yang memerintah 
2. Norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara 
formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.  
Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat alasan 
mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan 
hukum: 
1. demi kepastian hukum 
2. Tuntutan perlakuan yang sama. 
                                                          
8 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi..., 15 



































3. Legitimasi demokrasi.  
4. Tuntutan akal budi.  
Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya 
hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang 
ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara 
adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara 
adalah untuk memastikan kebenaran maka semua pihak berhak atas 
pembelaan atau bantuan hukum. Prinsip-prinsip negara hukum selalu 
berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht 
membedakan negara hukum menajdi dua macam, yaitu negara hukum dalam 
arti formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil 
atau negara hukum modern.9  
Persamaan kedudukan dihadapa hukum atau equality before the law 
adalah salah satu asas terpenting salam hukum modern. Asas ini menjadi salah 
satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara 
berkembang seperti Indonesia.  
Prinsip negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan Interaksi 
sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan 
bertransaksi untuk mencapai tujuan cita-cita bersama. Bahwa tatanan 
kehidupan dan komunikasi antar indvidu dalam suatu komunitas mengacu 
kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan refrensi 
para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Atas dasar 
                                                          
9 https://id.m.wikipedia.org/wiki/negara_hukum/20102018/12:02  



































konsep tersebut tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan baik oleh 
penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan 
masyarakat sipil (cilil society) dimana antar individu sebagai rakyat atau 
warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan 
hukum (equality before the law).  
Dalam Amandemen Undang-Undang dasar 1945, equality before the law 
termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Segala Warga 
Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.10 
Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara 
dalam hukum dan pemerintahan.  
Teori dan konsep equality before the law seperti yang dianut oleh pasal 
27 ayat (1) Amandemen Undang-Unang dasar 1945 tersebut menjadi dasar 
perlindungan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, 
bahwa semua orang dipelakukan sama di depan hukum.  
Equality before the law dala arti sederhananya bahwa semua orang sama 
di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law 
adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah 
satu sendi doktrin Rule Of Law yang juga menyebar pada negara-negara 
berkembang seperti Indonesia.11 
                                                          
10 Yasir Arafat. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya, Permata Press, 
26. 
11  Julita Melsa Walukow, Perwujudan Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam 
Lembaga Permasyarakatn Di Indonesia, Vol.1/No.1/Jan-Mart/2013,163. 



































Kalau dapat disebutkan asas equality before the law ini merupakan salah 
satu manifestasi dari Negara Hukum (rechstaat) sehingga harus adanya 
perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Dengan demikian, elemen 
yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (equal 
justice under the law) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.   
Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial 
lewat Burgelijke Wetboek (KUHPerdata) dan Wetboek van Koophandel Voor 
Indonesia (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui stb. 1847 No.23. tapi 
pada masa Kolonial itu, asas ini tidak epenuhnya diterapkan karen politik 
pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan Hukum 
Adat disamping Hukum Kolonia  
Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya 
suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu 
pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai 
standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok merjinal atau kelompok 
minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, 
modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan 
pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.  
Asas Equality Before the Law bergerak dalam payung hukum yang 
berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu 
wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misanya terhadap ekonomi dan 
sosialnya. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal 
di dalamnya, bahasa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak 



































mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan”antara di dalam 
wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan 
asas equality before the law tergerus di tengah dinamika sosia dan ekonomi.  
Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum The Rule of law 
adalah equality berfore the law atau persamaan dalam hukum selain dari 
supermasi hukum (supermacy of law) dan hak asasi manusia (Human Rights).   
Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang dasar Republik 
Indonesia bahwa “warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan 
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga 
negara” dengan demikian dalam pemeberian kepastian hukum berdasarkan 
konstitusi jika berpedoman pada primat hukum nasional, maka Undang-
undang yang disahkan akan mengakomodir hak-hak warga negara dalam 
mencapai pembangunan naional.12 
Berkenaan dengan pancasila dijadikan dasar pedoman sebagai pijakan 
dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar Negara 
republik Indonesia tahun 1945 bahwa bukan merupakan perluasan 
kewenangan mahkamah konstitusimelainkan menjalankan Undang-Undang 
dimana hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.  
Sistem hukum nasional harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan 
keseimbangan diantara nilai-nilai yang bertentangan di dalam mayaraakat. 
Sistem hukum harus mampu memerikan “titk-titik keseimbangan”dalam 
                                                          
12  Ahmad Uhlil Aedi, FX Adji Samekto, Rekontruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum 
(Equality Before The Law), 7. 



































upaya negara melakukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat. 
Perubahan sangat cepat tersebut pada hakekatnya akan menyebabkan 
hilangnya kseimbangan lama, baik dalam hubungan antar individu maupun 
kelompok di dalam masyarakat.  
 
F. Sistem Pemilu Multipartai  
Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai 
politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak 
untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah 
atau dalam koalisi. Sistem multi-partai banyak dipraktikkan dalam sistem 
parlementer dibandingkan sistem presidensial, serta dinegara-negara yang 
Pemilunya menggunakan sistem proporsional dibandingkan dengan negara-
negara yang menggunakan sistem distrik.  
Sistem distrik terpusat pada daerah dukungan terkonsentrasi untuk 
perwakilan besar dalam legislatur sementara sistem proporsional lebih 
mengaitkan pandangan masyarakat. Sistem proporsional meiliki distrik-
distrik multi anggota dengan lebih dari satu perwakilan yang terpilih dari 
setiap darah yang diberikan untuk badan legislatif yang sama, dan kemudian 
masuk ke dalam sejumlah besar partai. Hukum duverger menyatakan bahwa 
julmah partai adalah tambahan jumlah kursi dalam suatu daerah.  
Sistem kepartaian pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger 
dalam bukunya Political parties. Duverger mengadakan kalsifikasi menurut 



































tiga teori, yaitu, sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem 
multipartai.13 
Sistem kepartaian adalah pola kompetisi terus-meneruh dan bersifat 
stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap Negara. Sistem 
kepartaian tergantung pada jenis sistem politik yang ada dalam suatu negara. 
Selain itu, ia juga bergantung kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran 
politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di 
negara tersebut, semakin besar pula jumah partai politik.  
Sistem multi partai adalah sistem kepartaian dimana di dalam Negara 
atau badan perwakilan terdapat lebih dari dua partai politik dan tidak ada satu 
pun partai yang memegang mayoritas mutlak.14  
Sistem multi partai dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman 
budaya dan politik dibandingkan dengan sistem dua partai. Hal-hal yang 
mendorong berkembangnya sistem multi partai adalah keanekaragaman 
komposisi masyarakat. Mengapan demikian, karena perbedaan-perbedaan ras, 
agama, dan suku merupakan faktor yang sangat kuat untuk menyatukan ikatan 
dalam satu wadah. Sistem multi partai lazimnya diperkuat oleh sistem 
pemilihan perwakilan berimbang yang memberi kesempatan luas untuk 
tumbuhnya partai-partai dan golongan-golongan kecil.  
Semenjak dimulainya orde reformasi mengubahnya menjadi sistem 
pembatasan peserta pemilihan umum hanya dengan partai Golongan karya dan 
                                                          
13 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia,1991), 145. 
14Zuhdi Arman, Tinjauan Terhadap Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di 
Indonesia Pada Era Reformasi, JOM Fakultas Hukum Volume II No.1 Februari 2015, 6. 



































dua partai politik diakhiri, Orde reformasi mengubahnya menjadi sistem multi 
partai dengan alasan untuk membuka seluas-luasnya bagi keterwakilan 
seluruh golongan rakyat Indonesia. Jumlah partai pun membengkak menjadi 
puluhan seperti saat ini.  
Adapun kelebihan dan kelemahan multipartai. Kelebihan multi partai 
yaitu demokrasi berjalan dengan baik, inspirasi rakyat mempu menciptakan 
suatu partai, rakyat bebas bersuara, dan adanya oposisi antara partai satu 
dengan yang lainnya. Kelemahan multi partai, menimbulkan persaingan tidak 
sehat, saling menjatuhkan antara partai satu dengan lainnya, banyaknya 
partai-partai politik dalam arti tidak sehat, dan berujung pada permusuhan dan 
perpecahan diantara partai satu dan lain. 
Seperti Argentina, Austria, Brasil, jerman, Belanda , dan lain-lain adalah 
contoh negara-negara yang menggunakan sistem miltipartai secara efektif 
dalam sistem demokrasinya. Di nagara-negara tersebut tidak ada partai 
tunggal yang memegang penuh kursi parlemen. Sehingga, berbagai partai 
politik membentuk koalisi partai politik dalam menyusun blok kekuatan 
pengembangan.   
Sistem multi partai di Indonesia pada era reformasi, sistem demokrasi di 
Indonesai memasuki era baru khusunya dengan munculnya sistem multi partai 
dalam pemilihan umum di Indonesia. Sistem multi partai ini dimaksudkan 
untuk menjamin semua partai politik dapat berpartisipasi dalam demokrai. 
Bagi sejumlah Negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai Negara 



































demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilihan umum memang dianggap 
sebagai tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi.  
Sistem kepartaian yang baik sangat mementukan bekerjanya sistem 
ketatanegaraan berdasarkan prinsip cheks and balances dalam arti yang luas. 
Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan Negara itu sesuai 
prinsip cheks and balances berdasarkan konstitusi sangat menentukan kualitas 
sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan suatu 
Negara.15 
Upaya menyederhanakan sistem kepertaian antara lain dapat dilakukan 
dengan memperberat ketentuan pembentukan partai poltik baru, yakni 
peningkatan persyaratan jumlah warga Negara yang dapat membentuk partai, 
dan pemberlakuan larangan bagi partai gagal electoral threshold (ET) untuk 
berganti nama sebagai partai baru. 
                                                          
15 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Agustus 2008), 427. 


































ANALISIS TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLIKASI 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 
TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK 
 
A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 
tentang Verifikasi faktual Parti Politik  
Terkait kepesertaan pemilu, banyak peraturan perundang-undangan 
disusun termasuk aturan terkait pendaftaran partai politik sebagai peserta 
pemilu. Menjelang Pemilu 2019, DPR dan Pemerintah menuangkan aturan 
terkait pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu ke dalam pasal 172 
dan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (UU Pemilu). Sebelum menjadi peserta pemilu, partai politik yang 
telah mendaftar, akan melewati tahap verifikasi. Pentingnya tahap verifikasi 
ini demi mewujudkan pemilu yang demokratis.  
Saat ini terdapat 73 partai politik yang mempunyai badan hukum. Pada 
pemilu 2014 sebanyak 61 parpol tidak lolos verifikasi dan saat ini ingin 
berpartisipasi pada pemilu 2019. Tentu parpol yang tidak lolos verifikasi 
wajib mendaftar dan diverivikasi kembali jika ingin berlaga dalam Pemilu 
2019.  
Sebagai calon peserta pemilu, setiap partai politik diwajibkan mengikuti 
berbagai tahapan mekanisme tahapan pendaftaran. Hal ini berarti baik partai 



































lama maupun partai baru harus diwajibkan untuk diverifikasi oleh KPU untuk 
diperiksa kelengkapan persyaratansebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu 
yang sah.  
Partai politik yang telah melengkapi syarat pendaftaran, maka berhak 
mengikuti tahapan verfikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU. 
PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai aturan turunan dari pasal 173 UU Pemilu, 
menyatakan verifikasi administrasi merupakan penelitian terhadap 
kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai 
politik menjadi peserta pemilu. Sementara verifikasi faktual merupakan 
penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan 
dokumen persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.  
Berdasarkan Pasal 173 ayat (1) dan pasal 173 ayat (3) UU pemilu, dua 
tahap verifikasi ini tidak diberlakukan untuk pertai politik peserta Pemilu 
2014 atau partai politik lama hanya akan diverifikasi secara admnistrasi, 
berbeda halnya dengan partai politik baru. Partai politik lama tidak dilakukan 
verifikasi faktual karena dianggap pernah melakukan lolos tahap in dan 
menjadi kontestan pemilu 2014. Aturan berbeda terhadap partai politik baru 
ini dianggap diskriminatif.  
Verifikasi partai politik adalah sarana untuk menciptakan fair play. 
Seharusnya setiap partai politik, baik partai politik lama maupun partai politik 
baru harus diverifikasi. Sebab belum tentu partai politik peserta Pemilu 2014 
akan lolos verifikasi ulang. Pada Pemilu 2014, Indonesia memiliki 33 provinsi. 



































Kemudian pada 2015, bertambah 1 provinsi (provinsi Kalimantan Utara) dan 
11 kabupaten/kota hasil pemekaran. Yang artinya partai politik peserta pemilu 
2014 belum diverifikasi di daerah pemekaran tersebut. 
Verifikasi terhadap seluruh Partai politik baik lama maupun baru 
merupakan suatu kewajiban karena, sesungguhnya juga merupakan instrumen 
penting bagi partai politik untuk memperhatikan infrastruktur partai politik 
seperti kantor sekeretariat , kelengkapan pengurus dalam adminstrasi, sumber 
daya manusia ditingkat daerah untuk menjaring aspirasi, memelihara daftar 
keanggotaannya dan melakukan kaderisasi keanggotaan.  
Partai politik bukan benda mati yang statis. Sebaliknya ia penuh dengan 
dinamika, bahkan mengalami pasang surut. Dalam periode tentu terjadi 
suksesi kepemimpinan dalam tubuh partai politik. Pengurus partai politik 
tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan mengalami 
pergantian. Tidak jarang dinamika suksesi kepemimpinan diberbagai 
tingkatan di warnai konflik berkepanjangan yang sehingga menimbulkan 
perpecahan. Tentu hal ini mememengaruhi terpenuhinya syarat administrasi 
lainnya, misalnya kepemilikan kantor tetap. Faktanya, kantor parpati politik 
ada yang milik partai politik , sistem sewa kantor nerakhir pada satu musim 
pemilu, maka pada musim pemilu berikutnya belum tentu syarat kepemilikan 
kantor terpenuhi.  
Terlepas dari semua itu, UU memperketat syarat partai politik yang ingin 
berpartisipasi dalam kontesasi pemilu. Hal ini dimasudkan untuk 



































menyederhanakan sistem kepertaian. Hal ini dimasudkan untuk 
menyederhanakan sistem kepartaian. Pengalaman membuktikan sistem 
pemerintahan presidensial sulit bekerja optimal di tengah model sistem 
multipartai yang terlalu banyak.  
Oleh karena itu, pelaksanaan verifikasi faktual bagi partai politik peserta 
pemilu 1  memegang peran sangat penting. Tidak boleh ada celah masalah 
legitimasi partai politik peserta pemilu. Maka sepatutnya Mahkamah dalam 
Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan ketentuan pasal 173 ayat (1) 
dan pasal 173 ayat (3) UU pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Dengan 
demikian. Maka seluruh partai politik lama maupun partai politik baru, harus 
dilakukan verifikasi.  
Verifikasi memang seharusnya dilakukan terhadap seluruh partai 
politikdan calon peserta pemilu, pertimbangan yang dimaskud juga relevan 
dan harus diberlakukan untuk setiap parta politik calon peserta Pemilu 2019. 
Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu 
anggota DPR dan DPRD dalam periode-periode selanjutnya. Setelah melewati 
banyak tahap persyaratan dan mekanisme dalam mengikuti kontestasi Pemilu 
tahun 2019 ada 14 partai politik yang lolos dan 13 partai politik yang gagal 
dalam gelaran Pemilu tahun 2019.  
Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk 
menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas 
                                                          
1 Majalah Mahkamah Konstitusi, Nomor 132 februari 2018, hlm 3 



































penalaran yang wajar, bilamana di setiap penyelaksanaan Pemilu tidak di 
lakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka 
jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah.   
 
B. Analisis tinjauan Fiqh siyāsah terhadap putusan Mahkamah Konstiusi 
Nomor 53/PUU-VX/2017 tentang verifikasi faktual Partai Politik. 
Fiqh siyāsah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan utusan 
umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan 
kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan 
dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. 
Istilah populer Fiqh siyāsah seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam 
hal ini berada pada konsep islam.  
Oleh karenanya peninjau berkenaan tentang Verifikasi Partai Politik 
digunakan dari sudut Ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam 
(Fiqh siyāsah). Mengingat, pembentukan Peraturan pemerintah oleh 
Pemerintah adalah permasalahan-permasalahan berkenaan dengan konstitusi, 
lembaga negara dengan kewenangannya, dan terkait peraturan perundang-
undangan yang merupakan objek kajian ilmu Hukum tata Negara. Sehingga 
penulis mencoba menggunakan pendekatan meninjau permasalahan Verifikasi 



































Partai politik menggunakan tinjauan Fiqh siyāsah (Ilmu tata negara dalam 
Konsep negara Islam).2  
Di dalam Fiqh siyāsah terdapat beberapa pembagian yang merupakan 
objek kajian Fiqh siyāsah itu sendiri. Secara garis besar objek kajian Fiqh 
siyāsah dibagi menajdi tiga bagian pokok sebagian onjek kajian, yaitu :  
1. Siyāsah Dustúriyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian 
ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tashri’iyah oleh 
lembaga legislatif, peradilan atau qadlaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan 
administrasi pemerintahan atau idhariyah oleh birokrasi atau eksekutif; 
2. Siyāsah dauliyah/Siyāsah kharijiyah, disebut juga politik luar negeri. 
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang 
muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian 
ini ada politik masalah peperangan atau Siyāsah harbiyah, yang mengatur 
etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, 
tawanan perang, dan gencatan senjata; 
3. Siyāsah maliyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas 
sumber-sumber keuangan negara, perdagangan internasional, 
kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbanka.3 
Melihat pembagian objek kajian diatas, secara lebih khusus pengkajian 
terhadap Verifikasi Partai Politik masuk dalam pembahasan Siyāsah 
                                                          
2 Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah, Yogyakarta, hlm. 24 
3 H.A. Djazuli, Fikih Siyasah,Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah 
(Jakarta: Kencana, 2004), 47. 



































dusturiyyah mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan 
hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan 
pelaksanaan pemerintahan oleh kekauasaan eksekutif.  
Verifikasi partai politik adalah salah satu persyaratan agar partai politik 
bisa lolos menjadi peserta dalam Pemilihan Umum. Verifikasi partai 
dilakukan dalam dua tahap yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. 
Verifikasi Faktual pada umumnya dilaksanakan oleh KPU yang secara 
konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya 
penulis beralasan apabila secara lebih khusus objek kajian mengenai verifikasi 
faktual partai politik iniyang meninjau dari putusan Mahkamah Konstitusi 
masuk dalam pembahasan Siyāsah dusturiyyah sebagai bagian dari objek 
kajian fiqh Siyāsah.  
Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh 
ummat, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan 
tujuan tersebut. Ada tigas tugas yang dimainkan negara dalam hal ini. Petama, 
tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran 
Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan 
lagislatif (al-sulthah al-tashri’iyyah). Dalam hal ini, negara memiliki 
kewenangan melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-
Qur’an dan hadis. Interpretasi adalah usahan Negara untuk memahami dan 
mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. sedangkan 
analogi adalah melakukan metode qiyas suatu hukum yang ada nashnya, 



































terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. 
Sementara inferensi adalah metode membuat peundang-undangan dengan 
memahami prinsip-prinsip syari’ah dan kehendak Allah.  
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dlam memutuskan perkara sesuai 
dengan kewenangan pemerintah Islam yaitu al-Sulthah al-tasyri’iyyah yang 
berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetap kan 
hukum yag akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya 
berdasarkan ketentuan yang telah dirunkan oleh Allah SWT dalam syari’at 
Islam.  
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017 pasal 173 ayat 
(1) dan (3) yang bertentangan dengan UUD 1945 dengan hasil putusannya 
yaitu bahwa KPU wajib untuk memferifikasi semua Partai Politik tanpa ada 
diskriminasi dikeduanya. Jadi dengan kata lain, dalam al-Sulthah al-
tasyri’iyyah pemerintah melakukan tugas siyasah Syar’iyyahnya untuk 
membentuk suatu hukum yang akan dibelakukan ke dalam masyarakat Islam 
demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. 
Persamaan hak dimuka adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik 
yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak 
hanya berlaku bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh agama. Prinsip 
persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam 
menetapkan hukum Islam. keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan 
martabat manusia. 




































A. Kesimpulan  
Berdasarrkan pembahasan pada bab sebelumnya terkait dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Verifikasi Faktual 
partai Politik, maka penulis menyimpulkan:  
1. Dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang 
Verifikasi Faktual partai Politik membahas tentang UU Nomo 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum terkait pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) 
bahwa verifikasi faktual partai politik tetap dilselenggarakan baik partai 
lama yang telah mengikuti kontesasi pemilu tahun 2014 maupun partai 
baru tanpa ada perbedaan diantaranya.  
2.  Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan 
ketentuan pasal 173 ayat (1) dan pasal 173 ayat (3) UU pemilu 
bertentangan dengan UUD 1945 yaitu bahwa KPU wajib untuk 
memferifikasi semua Partai Politik tanpa ada diskriminasi dikeduanya 
sesuai dengan siyasah Dusturiyyah karena al-Sulthah al-tasyri’iyyah 
pemerintah melakukan tugas siyasah Syar’iyyahnya untuk membentuk 
suatu hukum yang akan dibelakukan ke dalam masyarakat Islam demi 
kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. 
 
 



































B. Saran  
Seharusnya keadilan ditekankan dalam penyelenggaraan karena 
menyangkut perlakuan setara, termasuk juga di dalamnya syarat kesempatan 
yang sama dan akses yang adi. Yaitu yang berarti semua peserta harus 
mendapat perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu pada setiap tahapan 
dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Karena tidak akan 
ada situasi yang sama antara tahun sebelumnya dengan sekarang yang 
berkaitan dengan pemenuhan persyaratan menjadi partai politik.   
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